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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

      Berdasarkan penelitian, pembahasan mengenai pengawasan terhadap 

pencemaran limbah tambang akibat pertambangan rakyat di desa tanoyan 

kecamatan lolayan kabupaten bolaang mongondow yang telah diuraikan pada bab-

bab terdahulu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pengawasan terhadap pencemaran limbah pertambangan rakyat di Desa 

Tanoyan selain dilakukan sosialisasi terhadap setiap pengusaha juga telah 

diatur dalam muatan Perdes atau peraturan  Desa Nomor 1 Tahun 2010 

Tentang Pertambangan yang berada di Desa tersebut yang berkaitan dengan  

ketentuan-ketentuan dan juga  sanksi-sanksi yang ditetapkan berhubungan 

dengan kelestarian lingkungan. Disamping itu, pengawasan yang dilakukan 

oleh pemerintah desa dan masyarakat secara berkala. Pengawasan ini dilakukan 

berupa tegasan langsung oleh pemerintah desa setempat kepada para 

pengusaha yang limbah miliknya yang sudah melewati kapasitas di bak 

penampungan. Pemerintah juga selalu berkoordinasi dengan  Dinas terkait 

yaitu badan lingkungan hidup dalam upaya pengawasan terhadap pencemaran 

limbah di Desa tanoyan. 

2. Faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran limbah akibat pertambangan 

rakyat di Desa Tanoyan Kecamatan Lolayan Kabupaten BolaangMongondow 

adalah sebagai berikut : 
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a. Faktor kimiawi 

Faktor kimiawi yaitu merkuri dan racun sianida yang digunakan sekaligus 

bahan pengikat logam emas; 

b. Faktor manusia/masyarakat 

Kurangnya kesadaran para penambang untuk menampung limbah hasil 

pengolahan emas di bak-bak penampungan yang memadai. Bak-bak  

penampungan limbah yang ada saat ini rata-rata sudah penuh. Tanpa ada 

usaha yang beraarti dari para pengusaha tersebut untuk memperbaharui 

bak-bak limbah tersebut. 

c. Faktor cuaca 

Saat musim hujan air bak (limbah) meluap, yang tidak ditopang dengan 

bak limbah yang tidak dapat menampung ebit air yang masuk, yang 

nantinya menyebabkan bak limbah akan bocor serta bak limbah yang 

dibuat sangat kecil tidak dapat menampung limbah lagi. 

1.2 Saran 

1. Pemerintah seharusnya melakukan pengawasan secara optimal dan lebih 

memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan rakyat yang 

terjadi di Desa Tanoyan sehingga pencemaran limbah tersebut tidak 

berkepanjangan yang nantinya berdampak pada generasi masa kini dan masa 

yang akan datang.  Disamping itu, dibutuhkan regulasi ataupun penegakan 

hukum secara tegas terhadap aktifitas pertambangan yang dapat mengganggu 

aktifitas rakyat. 
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2. Masyarakat seharusnya bekerja sama untuk membantu pemerintah 

dalam hal menaggulangi pencemaran limbah akibat kegiatan 

pertambangan yang berdampak negatif bagi lingkungan khususnya di 

Desa Tanoyan Kecamatan Lolayan Kabupaten BolaangMongondow.  

3. Bagi pekerja tambang seharusnya lebih memperhatikan dampak yang 

ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan yang dapat merugikan 

masyarakat pada umumnya dan mengantisipasi hal-hal yang dapat 

mencemari lingkungan. 
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